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MOTTO:

“Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan
membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan

berlaku zalim di atas nya”

(Buya Hamka).!

! Buya Hamka, “Tentang Keadilan” di akses dari
https://www.google.com/search?q=buya+hamka+tentang+keadilan&og=buya+hamka+tentang+ke
adilan&aqgs=chrome..69i57j69i6112.7215j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 . Pada Tanggal 17
Januari 2019 pukul 14.00 Wib.
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RINGKASAN

Pada sistem peradilan salah satu kewengan Jaksa Penuntut Umum ialah
melakukan pemisahan berkas perkara (Splitsing) yang diatur dalam Pasal 142
KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal penuntut umum menerima satu
berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh
beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141,
penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing
terdakwa secara terpisah. Kemudian selain adanya penuntutan dalam sistem
peradilan pertimbangan hakim juga menjadi point penting ini karena adanya
putusan yang baik dan adil didasarkan pada kualitas dari pertimbangan hakim
itu sendiri. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh dikarenakan hakim
dianggap sebagai seseorang yang mampu menerapkan Undang-Undang untuk
menegakkan keadilan, selain itu hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan
dengan pertimbangan secara nonyuridis.

Berdasarkan hal di atas terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama,
apakah pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) oleh penuntut umum
dalam putusan pengadilan nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai
dengan Pasal 142 KUHAP, kedua apakah pertimbangan hakim yang
menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak “...membiarkan melakukan kekerasaan yang
mengakibatkan luka berat terhadap anak” dalam putusan Nomor:
105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai dengan fakta persidangan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai terhadap penelitian ini yaitu pertama
Untuk mengkaji dan menganalisis adanya pemisahan berkas perkara (splitsing)
dalam menyusun surat dakwaan yang pelaku kejahatannya lebih dari satu orang
dikaitkan dengan unsur Pasal 142 KUHAP untuk memperjelas serta
melengkapi  putusan yang tidak lengkap dalam putusan  No.
105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, kedua Untuk mengkaji dan menganalisis atas
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan yang menyatakan
terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan ~ Anak  “...membiarkan  melakukan  kekerasaan  yang

xii
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mengakibatkan luka berat terhadap anak sesuai dengan fakta yang didapat di
persidangan dengan menguraikan unsur Pasal.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan
penelitian legal research, kemudian Pendekatan masalah yang dipakai ialah
pendekatan perUndang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta
regulasi lainnya dan kedua menggunakan pendekatan konseptual digunakan
agar mampu menjawab terkait dengan rumusan masalah yang ada yang terdiri
dari buku-buku hukum, jurnal hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini pertama yaitu Pemisahan berkas perkara
yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan pengadilan Negeri
Demak Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tidak sesuai dengan Pasal 142 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Pasal 142 KUHAP memiliki 3
Unsur yaitu terhadap satu berkas yang didalamnya memuat beberapa tindak
pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan bukan termasuk dalam lingkup
Pasal 141 KUHAP. Selain itu terkait dengan alat bukti sejatinya telah memiliki
cukup alat bukti serta pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam putusan
Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk juga menimbulkan pertentangan dengan
asas peradilan cepat, Asas praduga tak bersalah serta nonself incrimination

Adapun kesimpulan kedua terkait pertimbangan hakim pada putusan
Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang menyatakan terdakwa memenuhi
unsur Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
“membiarkan melakukan kekerasaan yang mengakibatkan luka berat” hanya
terbukti “melakukan” tindak pidana penganiayaan pembacokan terhadap
korban dan tidak ada unsur membiarkan hal ini terbukti ketika melihat uraian
kasus posisi pada surat dakwaan. Pada surat dakwaan dikatakan bahwa
terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam
berupa sabit dan melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu pada
saat pemeriksaan ditemukan bukti bahwa korban memang ikut melakukan
pembacokan dan berdasarkan definisi “melakukan” memiliki kesesuaian

terhadap perbuatan pelaku. seseorang.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia tuhan yang maha esa, yang harus dijaga dan dilindungi karena
dalam diri seorang anak melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijamin dan
dijunjung tinggi. Anak juga merupakan harapan bangsa dan negara sebagai salah satu
generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu adanya
perlindungan dari tindak kekerasan dan sikap diskriminasi serta memberikan hak
kebebasan agar terjamin kelangsungan hidup bagi anak tersebut.?

Pada zaman sekarang kasus penganiayaan yang melibatkan anak semakin hari
semakin meningkat, celakanya penganiayaan terhadap anak ini sering dilakukan oleh
teman sebaya, orang dewasa atau anak yang sedang beranjak dewasa, masyarakat bahkan
orang terdekat seperti orang tua dan keluarganya. Secara teori, biasanya kasus
penganiayaan sering dilakukan dengan cara melukai seseorang anak baik secara fisik,
psikis dan seksual yang mengakibatkan seseorang anak yang menjadi korban tersebut
mengalami trauma berkepanjangan.® Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan
adalah perilaku seseorang yang sewenang-wenang untuk melakukan penyiksaan terhadap
orang lain secara sengaja untuk memberikan rasa sakit terhadap korban.

Secara umum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
perlu adanya perlindungan hukum kepada seseorang termasuk anak yang menjadi korban
kejahatan sebab hal tersebut merupakan kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia.
Untuk melindungi hak anak agar tetap hidup dan terhindar dari kekerasan serta
diskriminasi maka perlu ada pengaturan serta penegakan hukum yang dapat memberikan
perlindungan secara menyeluruh, sehingga berdasarkan hal tersebut dibentuklah Undang-
Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka negara
menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang menjunjung tinggi asas
persamaan hukum dan keadilan antara peraturan hukum dan penegakan hukum haruslah

berjalan seimbang agar jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara keduanya.*

2Tanuwijaya Fanny, dkk, Model Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Dalam memenuhi Haknya sebagai
Korban, Jember, Fakultas Hukum, 2012, him.1-2

31bid. him.32

4 Chazawi adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1(stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan
batas berlakunya hukum pidana), Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, him.15-20

1
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2

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi pelaksanaan fungsi hukum
dalam rangka meningkatkan pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan hukum
yang adil, jujur, dan sesuai dengan kebenaran yang berlandaskan Pancasila dan UUD
1945, maka dibentuklah aparatur penegak hukum sesuai dengan kedudukan, peran dan
tugas serta fungsinya masing-masing. Secara umum dalam lingkup penegakan hukum
pidana terdiri dari penyidik dengan tugas melakukan penyidikan terhadap tersangka yang
diduga melakukan tindak pidana, kemudian ada Jaksa Penuntut Umum yang bertugas
membuat surat dakwaan atau tuntutan untuk nantinya dilimpahkan ke pengadilan, serta
hakim yang memiliki tugas memeriksa tersangka di pengadilan dan juga bertugas
menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didapat dalam fakta
persidangan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum adalah subjek hukum yang berperan dalam
menegakkan hukum sehingga harus berpegang teguh pada aturan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dalam KUHAP telah diatur secara lengkap tata
cara beracara yang baik dan benar tanpa harus mencederai subjek hukum yang terlibat
didalamnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salah satu tugas seorang Jaksa
Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke
pengadilan untuk disidang, sehingga terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk melakukan hal apa saja yang terkait dengan pembuatan surat dakwaan.

Dalam pembuatan surat dakwaan penuntut umum di perkenankan menyusun dakwaan
secara terpisah (splitsing) atau digabung menjadi satu berkas asalkan sesuai dengan tindak
pidana yang ditangani. Terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan
berkas perkara (Splitsing) ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang
menyatakan bahwa: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang
memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak
termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan
terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Pemisahan berkas perkara ini menjadi
penting apabila dalam suatu berkas perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dan
kesaksian sehingga hal tersebut memberikan kemudahan bagi penuntut umum untuk
melakukan pembuktian di persidangan dengan menjadikan antara terdakwa satu dengan
yang lain menjadi saksi mahkota. Penuntut umum dalam hal melakukan pemisahan berkas

perkara (splitsing) harus mempertimbangkan beberapa hal dan harus memenuhi syarat-
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syarat pemisahan berkas perkara serta berkewajiban memberikan informasi kepada majelis
hakim untuk tidak menghadirkan terdakwa secara bersama-sama karena dilakukan
penuntutan secara terpisah. Umumnya Jaksa Penuntut Umum dalam hal melakukan
pemisahan berkas perkara (Splitsing) bertujuan supaya tidak lepas tuntutan pidana antara
pelaku satu dengan yang lain.

Kemudian hal yang tidak kalah penting ialah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan, ini dikarenakan adanya putusan yang baik dan adil didasarkan pada kualitas dari
pertimbangan hakim itu sendiri. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum
berdasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh di dalam fakta persidangan. Pertimbangan
hakim sangat berpengaruh dikarenakan hakim dianggap sebagai seseorang yang mampu
menerapkan Undang-Undang untuk menegakkan keadilan, selain itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan putusan dengan pertimbangan secara nonyuridis. Putusan sendiri merupakan
suatu bentuk pernyataan hakim yang diucapkan secara lisan di pengadilan yang terbuka
untuk umum yang berisikan bentuk pemidaan atau putusan bebas atau lepas dari segala
bentuk tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam hal ini memiliki putusan mengenai kasus
penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan korban anak dengan
berkas perkara terpisah, sehingga sangat menarik untuk dianalisa tentang bagaimana
kesesuaian antara Undang-Undang yang ada dengan proses penegakan hukumnya. Salah
satu Putusan Hakim terhadap kasus penganiayaan dengan korban anak ialah Putusan
Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dengan penjabaran kasus posisi sebagai berikut:

Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang ikut dalam tindak pidana penganiayaan
terhadap korban yang bernama Aji Anjasmoro. Terdakwa bernama Ahmad Sudirman
Khala alias Gembrik bin Sumardi, tempat lahir Demak, umur 19 Tahun, tanggal lahir 29
Juli 1997, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa waru,
RT. 02, Rw. 06, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak, agama Islam, pekerjaan swasta,
pendidikan MTS (tamat). Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib
korban berkumpul dengan teman-temannya yang sedang mengadakan acara malam
agustusan dengan mendengarkan musik dangdut bersama dan pada acara tersebut korban
dan teman-temannya juga meminum minuman. Pada pukul 22.00 Wib korban melihat
Nursan (pelaku pembacokan dengan berkas terpisah) ikut berkumpul nongkrong bersama

korban dan teman-temannya, kemudian selanjutnya pada saat mereka berjoget Nursan
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menuduh korban melakukan pemukulan kepada dirinya sehingga terjadi percekcokan atau
adu mulut antara keduanya, melihat hal tersebut kemudian teman-teman korban melerai
korban dan Nursan. Setelah kejadian itu korban pulang ke kios bersama kedua temannya
yaitu Munif dan Wisnu dan langsung masuk ke kios. Pada saat korban tertidur korban
merasakan ada yang melakukan pembacokan yang mengenai kaki kiri korban, merasakan
hal tersebut korban kemudian berteriak minta tolong namun ada yang membekap wajah
korban dengan selimut sehingga korban tidak bisa berteriak minta tolong dan korban
hanya merasakan kalau sekujur tubuhnya dibacok. Korban berusaha membuka tangan
yang membekap mulutnya akan tetapi korban tetap tidak bisa membuka tangan yang
membekap mulutnya sehingga korban hanya merasakan kesakitan karena selain kaki Kiri
korban juga merasakan kepala nya juga terkena bacokan. Setelah melakukan pembacokan
para pelaku keluar dari rumah korban dan kemudian korban meminta pertolongan kepada
orang tua korban yang tidur disebelah kamar korban. Akibat perbuatan penganiayaan
pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Sudirman Khala alias Gembrik bin
Sumardi bersama dengan Nursan alias Nyes bin Malkan (berkas terpisah), Rohadi
(meninggal dunia), Muhammad Zazuli dan Muhammad Kamdani (DPO) dengan
melakukan pembacokan menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa sabit, dan melakukan
pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali maka mengakibatkan korban Ari Anjasmoro
mengalami luka dan hal tersebut dibuktikan dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan
oleh rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang No. 21/RM/ RSI SA/IX/ 2016 pada
tanggal 6 September 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Vera Provitasari dokter rumah
sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan hasil pemeriksaan meliputi:

1. Bagian kepala mengalami luka robek di pipi, dahi, dan kepala atas

2. Bagian anggota gerak mengalami luka robek pada kaki kiri, tangan Kiri, lengan Kiri,

lengan kanan

3. Dengan kesimpulan mengalami patah jari 3 tangan kiri.

Berdasarkan akibat perbuatan terdakwa maka korban harus menjalani rawat inap di
rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang selama 7 (tujuh) hari. Perbuatan terdakwa oleh
penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagaimana diatur dan diancam
pidana sesuai dengan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU Rl Nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 170 ayat
(2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 351 ayat (2) Kitab
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat
RI No. 12 tahun 1951. Terhadap kasus diatas hakim dengan surat dakwaan bentuk
alternatif dan berdasarkan pembuktian dan fakta di persidangan, hakim boleh memilih
salah satu Pasal yang dianggap memenuhi salah satu unsur dalam tindak pidana
penganiayaan. Dalam hal ini majelis hakim dakwaan yang paling sesuai dengan fakta
hukumnya yaitu Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU RI tentang Perlindungan Anak.

Putusan ini menarik dikarenakan dalam hal penanganannya jaksa melakukan
pemisahan berkas perkara yang awalnya 4 orang pelaku kemudian 1 orang DPO, 1 orang
meninggal dunia dan 2 orang yang disidang dengan berkas perkara terpisah (splitsing).
Terhadap pertimbangan hakim tidak diuraikan secara lengkap terdakwa di atas masuk
kedalam unsur-unsur yang mana dalam Pasal yang didakwakan, sehingga sedikit
memberikan keraguan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Berdasarkan penjabaran
tersebut, bahwasannya ada dua isu hukum yang dapat dikaji dan dianalisa dalam tulisan ini
yaitu isu yang pertama terhadap pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) yang
dilakukan penuntut umum telah sesuai atau tidak dengan Pasal 142 KUHAP Kkarena
berterkait dengan hak terdakwa untuk tidak dipersulit dalam persidangan sehingga tetap
menjamin kepastian hukum serta tata beracara yang baik dipersidangan. Isu hukum yang
kedua, bahwa atas pertimbangan hakim terhadap unsur dalam putusan yang menyatakan
terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak “...membiarkan melakukan kekerasaan yang mengakibatkan luka
berat terhadap anak” Telah sesuai dengan fakta di persidangan. Berdasarkan uraian diatas,
maka peneliti dalam tulisannya tertarik mengambil putusan dengan judul “ANALISIS
YURIDIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLITSING) DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 105/Pid.Sus/2017/PN.DmK.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah

yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemisahan berkas perkara pidana (Splitsing) oleh penuntut umum dalam
putusan pengadilan nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai dengan Pasal 142
KUHAP?

2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal
76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

“....membiarkan melakukan kekerasaan yang mengakibatkan luka berat terhadap
anak” dalam putusan pengadilan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai
dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis adanya pemisahan berkas perkara (splitsing)
dalam menyusun surat dakwaan yang pelaku kejahatannya lebih dari satu orang
dikaitkan dengan unsur Pasal 142 KUHAP untuk memperjelas serta melengkapi
putusan yang tidak lengkap dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2017/PN.DmK.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
Putusan Pengadilan yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “...membiarkan melakukan
kekerasaan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak sesuai dengan fakta yang

didapat di persidangan dengan menguraikan unsur Pasal.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas maka diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis, sebagai pengembang ilmu dalam hukum pidana sehingga dapat
memahami secara lengkap tentang apa yang menjadi dasar penuntut umum
melakukan pemisahan berkas perkara (Splitsing), kemudian syarat dan ketentuan

dalam pemisahan berkas perkara tersebut apa telah sesuai dengan dasar hukum yang
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terdapat dalam Pasal 142 KUHAP, karena hal tersebut berkaitan pula dengan
pertimbangan hakim terhadap putusan dengan fakta yang di temukan dalam
persidangan.

2. Secara Praktis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pembuat Undang-
Undang dan lembaga terkait serta aparat Negara yang berkecimpung di dunia
peradilan untuk dapat menjalankan dan memperbarui aturan yang ada sesuai dengan

kebutuhan hukum yang ada.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya dilakukan untuk mengidentifikasi adanya isu-isu
hukum yang baru berkembang dikalangan masyarakat sehingga nantinya dapat
mengembangkan ilmu hukum secara maksimal. Penelitian hukum dikenal sebagai suatu
kajian ilmiah yang berkaitan dengan pemecahan masalah dapat diperoleh jalan keluar dari
masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum bersifat
normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah yang timbul dengan
membatasi secara tegas bahwasannya bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu berguna
untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum posistif berperan terhadap suatu masalah
hukum tertentu. Metode penelitian pendukung yang digunakan dalam menyelesaikan
tulisan ini yaitu tip peenelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta analisa

bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum atau dalam bahasa belanda “Rechtsonderzoek” dan “legal
research’” dalam bahasa inggris ialah suatu bentuk penelitian untuk mencari jawaban atau
memecahkan suatu masalah terhadap isu hukum yang dapat memberikan pemikiran atau
preskripsi mengenai hal yang benar.® Isu hukum hanya dapat di identifikasi oleh orang
yang hanya berkecimpung didunia hukum atau ahli hukum.® Dalam meneliti suatu isu
hukum dibutuhkan suatu tipe penelitian, salah satu tipe penelitian itu ialah yuridis
normatif, yang memiliki arti bahwa penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji

SSusanti Ochtorina Dyah dan Efendi A’an, Penelitian Hukum(legal Research), Jakarta, Sinar Grafika,2014,
him.1
5Marzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum, cet. Ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, him.60
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penerapan hukum, norma serta kaidah hukum.” Tipe penelitian dalam penelitian ini ialah
yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada aturan dan norma hukum dan hukum
positif Indonesia. Tipe penelitian ini hanya terbatas pada analisa peraturan yang dibukukan

seperti perUndang-Undangan, literatur buku dan juga asas dan norma hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif sebenarnya ada beberapa bentuk
pendekatan yaitu diantara ada pendekatan Undang-Undang, pendekatan perbandingan,
pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pada penelitian skripsi ini menggunakan 2
pendekatan yaitu dan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsptual, hal ini
karena dalam hal menyelesaikan suatu masalah maka kita perlu mengkaji dan memahami
apakah kasus tersebut telah ditangani dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang,
dan kira-kira Undang-Undang apa saja yang berkaitan dengan isu hukum yang akan
diangkat. Pembenturan antara isu hukum dan Undang-Undang juga sangat berkaitan erat
dengan pendekatan konseptual sebab setelah memahami isu hukum yang dikaitkan dengan
Undang-Undang maka dalam mencari jawaban terhadap isu hukum tersebut perlu adanya
suatu konsep yang harus digunakan seperti doktrin.

pendekatan Undang-Undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti atau
menelaah semua Undang-Undang atau aturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang
sedang diteliti. Dalam melakukan pendekatan perUndang-Undangan terkadang terdapat
juga tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lain seperti antara Pasal per Pasal
dalam satu Undang-Undang. Peneliti dalam melakukan pendekatan Undang-Undang maka
perlu pula memahami landasan filosofis dari perudang-undangan yang dipakai.
Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan serta
memahami pandangan-pandangan doktrin dalam dunia hukum. Berdasarkan doktrin
tersebut maka akan muncul sebuah ide gagasan untuk mengkaji dan memunculkan
pengertian, konsep dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas sehingga
akan terbentuknya pondasi untuk membangun argument hukum dalam menyelesaikan

permasalahan hukum.

lbid., him 60
8Susanti Ochtorina Dyah dan Efendi A’an 110 dan 119
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1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Pada suatu penelitian hal yang paling mempengaruhi dan menjadi bagian terpenting

ialah bahan hukum, ini karena tanpa bahan hukum maka tidak mampu terpecahkan suatu

permasalahan hukum. Terhadap penulisan skripsi ini bahan hukum yang digunakan ialah

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoriatif

maksudnya ialah mempunyai keutamaan atau otoritas terhadap penelitian hukum.®

Bahan Hukum primer meliputi Undang-Undang, risalah dan catatan resmi dalam

pembentukan undangan-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.

Undang-Undang Hukum Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP);

UU No. 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak ;

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat
Dakwaan;

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian
Dalam Perkara Pidana;

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku atau teks

yang berisikan prinsip dasar serta pandangan dari para pakar dan peneliti hukum

lainnya. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, skripsi, tesis, desertasi, serta

jurnal hukum nasional maupun internasional, putusan hakim dan kamus hukum. Hal

diatas mempermudah peneliti untuk menyusun skripsi secara terarah dan tersusun

namun dalam penelitian ini hanya menggunakan buku-buku hukum, skripsi, jurnal.

°Ibid. him 181-182
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154  Analisa Bahan Hukum
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam analisa terhadap bahan

hukum yang telah didapat yaitu metode deduktif-induktif. Metode tersebut ialah suatu

bentuk penyusunan dalam metode yang bersifat kemudian berlanjut kesifat khusus.

Tahap dalam melakukan penelitian hukum tersebut yaitu:°

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan kemudian memilah bahan mana yang tidak
relevan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Mengumpulkan bahan hukum yang memilki kesesuain dalam pembahasan dengan
isu hukum yang diangkat;

3. Menelaah isu hukum tersebut berdasarkan kesesuaian dengan bahan hukum yang
ada;

4. Menarik kesimpulan untuk dijadikan argumentasi dalam menjawab isu hukum
yang ada;

5.  Memberikan pemahaman berdasarkan argumentasi yang telah ada dalam bentuk
kesimpulan.

Berdasarkan hal diatas maka langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini
yaitu pertama, melakukan pengidentifikasian terhadap fakta hukum yang terdapat dalam
putusan Nomor:105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Kemudian setelah itu tahap kedua yaitu
membuat rumusan masalah dalam bentuk tulisan skripsi. Tahap ketiga yaitu
mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebanyak-banyaknya
untuk nanti dipilah mana yang relevansi dengan isu hukum yang dibahas. Terhadap
tahap-tahap ini penulis melakukan analisa dengan metode deduktif-induktif sehingga
pada tahap akhir didapatkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan
terhadap isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan kesimpulan yang

telah dibuat dalam bentuk kesimpulan dan saran.

O1bid, him.214
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Penganiayaan Terhadap Anak
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
Secara umum fungsi utama hukum pidana ialah untuk mengatur dan melaksana
tatanan kehidupan bermasyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Untuk
menjalankan fungsi hukum pidana tersebut maka perlu adanya pencegahan terhadap tindak
pidana yang melanggar suatu aturan hukum. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari
terjemahan hukum pidana Belanda yaitu “strafbaarfeit” yang dalam bahasa hukum
Indonesia diartikan sebagai tindak pidana. Secara literlijk kata “strafbaarfeit” memiliki arti
tersendiri yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata “strafbaar” sering di istilahkan dengan kata
sesuatu yang boleh dan dapat dihukum sedangkan kata “feit” diartikan empat istilah yakni
tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.! Jadi yang dimaksud dengan “strafbaarfeit”
ialah suatu tindak atau perbuatan pidana yang boleh atau dapat dihukum. Terhadap istilah
di atas terdapat perbedaan dari beberapa ahli hukum dalam memaknai kata “strafbaarfeit”
yaitu :
1. Menurut Pompe rumusan Kata “strafbaarfeit” adalah “tindak pidana yang menurut
Undang-Undang dilarang”.
2. Vos merumuskan “Strafbaarfeit” sebagai kelakuan manusia yang dapat diancam
pidana oleh Undang-Undang yang mengatur tindakan tersebut.*2
3. Moeljatno lebih memilih mengartikan “strafbaarfeit” dengan istilah suatu perbuatan
pidana. Ruslan Saleh yang juga menggunakan kata perbuatan pidana dalam bukunya
yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana”.*®
4. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa hukum dalam bukunya asas-asas hukum
pidana,
5. M.H Tirtaamidjaja menggunakan istilah kata pelanggaran hukum yang dapat di

jumpai di dalam buku pokok-pokok hukum pidana.

1Chazawiadami, PelajaranHukumPidanaBagian 1(stelselpidana, tindakpidana, teori-teoripemidanaan,
danbatasberlakunyahukumpidana), Jakarta, PT.RajaGrafindoPersada, 2014, him.69

22|bid, him.72.

BIbid, him. 71

11
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Berdasarkan perbedaan pendapat pakar hukum diatas dalam memaknai arti
“strafbaar feit” maka penulis memilih tetap menggunakan istilah tindak pidana sebagai
terjemahan “strafbaar feit”. Istilah tindak pidana adalah istilah yang digunakan didalam
Undang-Undang Indonesia sehingga moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah
perbuatan pidana yang tentu diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam Undang-
Undang.** Simons menggunakan kata delik yang mengartikan bahwa suatu bentuk
tindakan seseorang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum
terhadap peraturan yang telah dibuat yang semestinya harus dipertanggungjawabkan dan
oleh Undang-Undang perbuatan tersebut dapat dihukum. Sedangkan R. Tresna
menyatakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan.®® Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan
bahwa tindak pidana adalah perbuatan oleh Undang-Undang dilarang dimana dalam
larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa pemidanaan tertentu bagi mereka yang
melanggar.

Pada hakikatnya agar mengetahui setiap tindak pidana tersebut dianggap
melanggar Undang-Undang maka unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting
kedudukannya karena dapat menjadi pembeda antara perbuatan satu dengan yang lainnya.
Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP indonesia dikenal dengan unsur subjektif dan
unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yang
melekat erat hubungannya dengan diri si pelaku yang timbul dari dalam hatinya,
sedangkan unsur objektif ialah unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang kuat
kaitannya dengan keadaan dimana tindakan tersebut mendesak perbuatan si pelaku itu
harus dilakukan. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Dolus atau culpa ( kesengajaan atau kelalaian);

2. Maksud pada suatu pogging atau percobaan, seperti yang terkandung didalam Pasal 53
ayat (1) KUHP;

3. Macam-macam maksud yang terdapat didalam kejahatan pencurian, penipuan, dil;

4. Adanya perencanaan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam Pasal 340 KUHP,
yaitu pembunuhan berencana;

5. Adanya perasaan takut seperti yang terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

14prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015, him.50
15 Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Kencana
Prenadamedia Group, 2014, him.37
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Sedangkan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Wederrechtelijkheid atau sifat melanggar hukum;
2. Adanya kualitas dari si pelaku, seperti yang terdapat didalam Pasal 415 KUHP tentang
kejahatan jabatan;
3. Adanya kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan
kenyataan sebagai akibat.
Pada tulisan ini, unsur subjektif terkait dengan adanya kesengajaan yang muncul akibat niat
atau rencana menjadi bahan utama dalam asas penelitian ini dan adanya unsur objektif yaitu

melanggar hukum dan kausalitas menjadi pendukung dalam analisa penelitian.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Secara umum KUHP menyebut tindak pidana kejahatan terhadap tubuh sebagai tindak
pidana penganiayaan. Adanya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh dimaksudkan
agar terjamin perlindungan hukum terhadap tubuh seseorang dari perbuatan jahat seperti
penyerangan atau niat jahat yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit dan luka baik luka
ringan maupun luka berat bahkan dapat membuat matinya seseorang. Walaupun didalam
KUHP dikatakan bahwa kejahatan terhadap tubuh adalah tindak pidana penganiayaan
namun secara yuridis pengertian tindak pidana penganiayaan dalam KUHP tidak ditemukan.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan ialah suatu perbuatan yang
sewenang-wenang. Sedangkan menurut Yurisprudensi penganiayaan ialah suatu perbuatan
bersifat sengaja sehingga menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka serta
sengaja merusak kesehatan orang.®

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak
menjelaskan secara rinci terkait dengan tindak penganiayaan namun Undang-Undang ini
memberikan pemahaman bahwa kekerasaan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum. Salah satu pakar hukum Barker mengungkapkan hal
yang sama yang pada intinya kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang membuat

terlukanya seorang anak baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang terdekat

8Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi, dam yahman, cepat dan mudah memahami hukum pidana, Jakarta, PT. Prestasi
Pustakaraya, 2011, him.4
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atau pihak lainnya yang merupakan orang yang dekat dengan anak tersebut. Adapun macam-
macam kekerasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, suatu bentuk kekerasan yang mudah sekali dikenali ketika adanya
kasus tindak pidana penganiayaan, sebab terhadap kekerasan fisik menimbulkan efek
sakit dan meninggalkan bekas luka atau lebab pada korban. kekerasaan fisik dapat
berupa menampar, mencekik, menendang, serta menampar seseorang secara keras;

2. Kekerasan Psikis, suatu bentuk kekerasan yang begitu jelas dirasakan oleh korban
namun sulit dilihat oleh orang lain dan biasanya kekerasan psikis memberikan efek
rasa tidak nyaman dan aman yang tidak enak terhadap korbannya. Kekerasan psikis
biasanya dilakukan dengan merendahkan harga diri seseorang, melakukan bullying,
serta melontarkan ancaman-ancaman terhadap korban baik secara umum maupun
tertutup kepada korban;

3. Kekerasan seksual, suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seorang pelaku kejahatan
terhadap korbannya dengan memaksa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual
secara paksa sehingga meninggalkan efek trauma dan juga rasa sakit di area terlarang.
Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, dan sodomi
terhadap anak;

4. Kekerasan ekonomi, suatu bentuk kekerasaan di lingkungan keluarga dengan cara
tidak memberikan uang saku atau memaksa seseorang anak untuk membantu
memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara dipaksa bekerja pada usia dini. Kekerasan
ekonomi biasanya dapat berupa menyuruh bekerja keras atau mengemis atau jualan
dijalanan.’

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga dalam hal anak menjadi
korban tindak pidana penganiayaan perlu adanya perlindungan serta memberikan apa yang
menjadi hak korbannya termasuk anak yang berada dalam kandungan. Berdasarkan hal
tersebut, maka dapat disimpulkan tindak pidana penganiayaan terhadap anak ialah perbuatan
yang menyebabkan seorang anak yang masih dibawa umur merasakan penderitaan fisik yang
menyebabkan anak tersebut mengalami rasa sakit atau potensi yang menyebabkan sakit yang
dilakukan orang lain kepadanya. Jenis tindak penganiayaan terhadap anak sendiri sejatinya

hampir sama dengan apa yang diatur dalam KUHP yaitu meliputi penganiayaan biasa,

71bid. him.23
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penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan mengakibatkan kematian, namun yang
membedakan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan tindak
pidana penganiayaan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 35 Tahun 2014 tersebut maka memberikan fokus penulis dalam tulisan ini untuk
menjelaskan terkait dengan penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C dengan pemidaannya diatur dalam Pasal 80 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-
unsur terhadap Pasal tersebut akan dijelaskan dalam sub pembahasan berikut.

2.1.3 Unsur-Unsur 76C UU RI NO. 35 Tahun 2014

Seseorang yang didakwa dengan Pasal tindak pidana penganiayaan dengan korban
anak yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan
atas perbuatan yang dilakukan sehingga dalam hal ini ada suatu keyakinan bahwa telah
dilanggarnya peraturan tersebut. Pasal 76C UU RI NO. 35 Tahun 2014 merupakan salah
satu Pasal dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi bahwasannya setiap orang sengaja
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan
melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal diatas memberikan peringatan kepada siapapun
untuk tidak melakukan kekerasaan terhadap anak dengan ancaman pidana di atur dalam
Pasal 80. Menurut ilmu pengetahuan doktrin, bahwa penganiayaan memiliki unsur sebagai
berikut kesengajaan, perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut ditujukan kepada siapa,
maka dari itu penjelasan dari ketiga unsur tersebut akan dijelaskan dibawah ini yaitu:

1. Adanya Kesengajaan, yaitu merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku
(unsur subjektif), yang pada perbuatannya haruslah benar suatu perbuatan yang
dikehendaki yang memunculkan akibat;

2. Adanya Perbuatan, yaitu merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku (unsur
objektif). Atas perbuatan sendiri haruslah mengandung perbuatan berupa kekerasan
fisik seperti menendang, menjewer, membacok, dan memukul;

3. Adanya Akibat Perbuatan yang di tuju, yaitu seperti rasa sakit pada tubuh (merasakan
rasa tidak enak, perih dan derita terbatas dalam bergerak), dan adanya luka pada tubuh
(adanya sayatan pada wajah, kulit yang terbakar, dan jari tangan yang tidak bisa

kembali seperti semula);
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Terhadap unsur diatas, walaupun tidak dirumuskan didalam Pasal 76C UU No.35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi didalam persidangan harus dicantumkan

dalam dakwaan dan harus dibuktikan.

2.2  Surat Dakwaan
2.2.1 Pengertian dan Bentuk Surat Dakwaan

Secara yuridis Surat dakwaan adalah unsur terpenting dalam hukum acara pidana
karena dari surat dakwaan pemeriksaan dan pembuktian dapat berjalan. Dalam KUHAP
merujuk pada Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum sudah
memperoleh lengkap hasil penyidikan dan penyidik maka dapat dilakukan penuntutan
dengan cara membuat surat dakwaan. Sebenarnya pengertian surat dakwaan sangat sulit
ditemukan dalam KUHAP sehingga para pakar hukum menyatakan bahwa surat dakwaan
adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga
nanti diperoleh simpulan didakwa dengan Pasal yang dilanggar. Rusli Muhammad
menyatakan bahwa KUHAP benar-benar tidak merumuskan pengertian surat dakwaan hanya
saja pada Pasal 143 (2) huruf a dan b menjelaskan syarat-syarat surat dakwaan.'® Syarat
surat dakwaan terdiri dari syarat formal yang memuat hal tentang tanggal dan ditanda
tangani oleh penuntut umum, berisikan biodata terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir,
umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, tempat tinggal, dan pekerjaan
tersangka, sedangkan syarat materil surat dakwaan memuat hal tentang penyebutan locus
dan tompus delicti serta menguraikan secara jelas, cermat, lengkap mengenai tindak pidana
yang dilakukan. Ketika 2 syarat yaitu syarat formil dan materil tidak terpenuhi maka
berdasarkan Pasal 143 ayat (3) dapat batal demi hukum.*® Berdasarkan hal diatas dapat
disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan
di persidangan dan menjatuhkan putusan, sarana penuntut umum dalam menuntut terdakwa
atas kesalahannya serta sarana bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untu melakukan
pembelaan atas apa yang didakwa.

Ketika bentuk surat dakwaan dijadikan sebagai sarana penuntut umum untuk
menuntut terdakwa atas kesalahan atau pelanggaran yang ia lakukan maka perlu dipahami

bahwa bentuk surat dakwaan ada 4 yaitu sebagai berikut:

8Hamzah Andi, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung, PT.Alumni, 2016, him.31
PHarahap Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, him.391
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1. Dakwaan Tunggal, artinya bahwa penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa
hanya melakukan satu tindak pidana dan diketahui pula bahwa ia melanggar satu Pasal
dalam Undang-Undang. Terkadang surat dakwaan bentuk tunggal muncul karena
perbuatan yang dilakukan bersifat ringan dan tidak ada percobaan, penyertaan, serta
perbarengan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan perbuatan jahatnya.?

2. Dakwaan Kumulatif, artinya bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan ketika
terdapat beberapa tindak pidana tidak saling berhubungan atau berdiri sendiri.
Dakwaan kumulatif disusun untuk menggabungkan beberapa dakwaan sekaligus. Jadi
dapat disimpulkan bahwa dakwaan ini diberlakukan ketika penuntut umum
mendapatkan kasus yang beberapa tindak pidananya berdiri sendiri.

3. Dakwaan Alternatif, artinya bahwa penuntut umum merasa ragu terhadap tindak
pidana apa yang pasti tepat didakwakan kepada pelaku kejahatan, sehingga nanti
hakim dapat memilih atau menentukan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan
fakta yang didapat di persidangan. Dakwaan alternatif di berlakukan supaya
menghindari pelaku bebas atau lepas terhadap pertanggung jawaban pidananya.
Menurut Van Bemmelen dari masing-masing dakwaan yang ada saling mengecualikan
sehingga dalam hal ini penuntut umum merasa perlu menggunakan dakwaan alternatif.

4. Dakwaan Subsidair, artinya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan terdiri dari
dua atau beberapa bentuk yang bersusun atau berurutan dari dakwaan yang terberat ke
dakwaan dengan tindak pidana teringan. Secara umum dilihat dari teori dan praktek
dalam penuntutan bentuk surat dakwaan subsidair ini diajukan ketika dari tindak
pidana tersebut menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul tersebut
bersinggungan dengan beberapa Pasal dalam aturan hukum pidana. Dalam dakwaan
subsidair penuntut umum dapat mengurutkan rumusan dakwaan subsidair berlapis
seperti dibawah ini:

1. Dakwaan Primair
2. Dakwaan subsidair
3. Dakwaan lebih subsidair
4. Dakwaan lebih subsidair lagi.
Terkait pemeriksaan di persidangan maka dakwaan yang diperiksa dilakukan menurut

skala terberat yang diprioritaskan sampaikan dengan yang bersifat ringan. Proses

201bid, him. 399.
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pembuktian dalam surat dakwaan mirip dengan surat dakwaan alternatif jika telah
terbukti satu maka yang lain tidak perlu dibuktikan.?

5. Dakwaan Kombinasi, artinya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ini
menggabungkan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan berbentuk
subsidair, atau bisa dakwaan kumulatif dengan alternatif, atau dakwaan kumulatif
dengan dakwaan subsidair. Fenomena kejahatan dizaman sekarang menuntut penuntut
umum lebih cermat dalam menyusun dakwaan ini, sebab tindak pidana yang dilakukan

merupakan kejahatan yang bersifat kompleks.

2.2.2 Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam KUHAP

Penuntut umum adalah aparat penegak hukum yang dalam Undang-Undang diberi
kewenangan untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim.?? Dalam
beracara penuntut umum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)
Indonesia terutama dalam membuat surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan sepenuhnya
itu menjadi tugas dari penuntut umum sehingga penuntut umum harus jeli dalam menyusun
surat dakwaan. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan pemisahan berkas
perkara (Splitsing). Secara yuridis pengertian Splitsing tidak dicantumkan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana namun menurut Yahya Harahap Splitsing adalah suatu
bentuk pemisahan berkas perkara pidana dimana terhadap kasus yang didakwakan
mengenai satu tindak pidana yang melanggar hukum dengan pelaku kejahatan lebih dari
satu orang dan tidak termasuk dalam syarat penggabungan berkas perkara seperti yang
tercantum dalam Pasal 141 KUHAP. Terhadap pemisahan berkas perkara (splitsing)
penuntut umum mengacu pada Pasal 142 KUHAP yang memberikan penjelasan terkait
wewenang penuntut umum agar dapat melakukan pemisahan berkas perkara (Splitsing).
Pelaksanaan Splitsing dilakukan dengan cara penuntut umum membuat berkas perkara baru
sehingga indikasinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing terdakwa
maupun saksi. Pasal 14 huruf (b) KUHAP menyatakan bahwa ketika jaksa melakukan pra
penuntutan dan adanya kekurangan bukti yang dilakukan saat penyidikan maka perlu
dilakukan kembali penyidikan dengan memberi petunjuk tentang apa saja yang kurang

jelas.

2 bid, him. 403
22Hamzah.Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, him. 162
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Mantan Direktur Il Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam menyusun surat
dakwaan penuntut umum dapat menggunakan haknya bilamana memang terdapat tindak
pidana yang dalam perkaranya melibatkan beberapa pelaku. Terkait munculnya
permasalahan tentang pemisahan berkas perkara (Splitsing) maka penuntut umum harus
benar-benar mempertimbangkan kepentingan pemeriksaan dengan tetap mengutamakan
asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
Terhadap syarat pemisahan berkas perkara (splitsing) lebih lanjut akan dijelaskan dalam

sub pembahasan selanjutnya.?®

2.2.3 Syarat-Syarat Pemisahan Surat Dakwaan (Splitsing)

Sumber hukum di Indoenesia ada 2 yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum
materil. Sumber hukum dalam hukum formil berkaitan dengan tata cara terbentuknya
hukum yang dapat dibedakan sumber hukum tersebut sebagai berikut yaitu, perUndang-
Undangan, yurisprudensi, traktat, doktrin, dan kebiasaan. Terhadap syarat dan ketentuan
pemisahan berkas perkara (Splitsing) oleh penuntut umum tidak memiliki aturan yang
mengikat dalam perUndang-Undangan manapun. Penuntut umum dalam melakukan
pemisahan berkas perkara (Splitsing) mengacu kepada Pasal 142 KUHAP yaitu: “Dalam
hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana
yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal
141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara
terpisah”. Unsur Pasal 141 KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan untuk
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;

3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi
yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya,yang dalam hal ini penggabungan
tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penuntut umum dalam memisahkan berkas perkara juga memiliki pertimbangan hukum
serta tujuan sebagai bentuk atas hak absolut yaitu :

1. Terhadap perkara yang didalamnya terdapat lebih dari satu pelaku maka penuntut

umum memisahkan berkas perkara sesuai dengan umur, semisal : adanya anak

Z3Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi Revisi), Jakarta, Sinar Grafika, 2001, him.160
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dibawah umur yang turut serta dalam tindak pidana tersebut sehingga dari segi
persidangan juga harus di pisahkan;

2. Adanya kekurangan saksi sehingga untuk memunculkan alat bukti saksi penuntut
umum menjadikan tersangka saling menjadi saksi antara tersangka satu dengan
lainnya; Terhadap hal diatas sering disebut dengan saksi mahkota (kroon getuide)
yang pengaturannya dapat dilihat dalam definisi atas Putusan Mahkamah Agung No.
2437/K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa saksi mahkota didapat dari salah satu
pelaku atau terdakwa lain yang terlibat secara bersama-sama melakukan tindak
pidana. Saksi mahkota diperbolehkan ketika memang dalam keadaan alatbukti minim,
adanya penyertaan. Selain itu pemisahan berkas perkara karena terkait saksi mahkota
juga dapat dilihat pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-
69/E/02/1997 Perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.?*

3. Adanya tindak pidana yang sulit dipecahkan sehingga membuat penuntut umum,
sehingga bertujuan supaya tidak lepas tuntutan pidana antara pelaku satu dengan yang
lain.

4. Terkait dengan locus dan tompus dilecti karena dianggap bahwa antar pelaku
memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan tindak pidana.

Yahya Harahap mengutarakan pendapatnya mengenai splitsing bahwa penuntut
umum dapat memecah berkas perkara sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat
didalamnya sehingga:

1. Berkas perkara yang diajukan ke penuntut umum oleh penyidik dapat dipecah
menjadi beberapa berkas;

2. Pemecahan berkas perkara dilakukan untuk membuat terdakwa tersebut didakwa
dengan berkas yang berdiri sendiri;

3. Pemeriksaan tidak dilakukan bersamaan ketika sudah dilakukan pemecahan berkas
perkara, setiap terdakwa di periksa dalam persidangannya;

4. Pemecahan perkara dilakukan ketika adanya kekurangan alat bukti saksi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya pemisahan berkas
perkara (splitsing) memiliki tujuan agar diperoleh bukti-bukti yang kuat dan lengkap

sehingga memudahkan penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa terhadap

24 Amrullah, Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia, Jurnal Iimiah Peuradeun, Vol.
I1, No. 02, 2014, hIm.88
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tindak pidana yang dilakukan, selain itu agar setiap terdakwa dapat saling menjadi saksi

antara satu dengan yang lain di persidangan.

2.3 Pertimbangan dan Putusan Hakim
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim
Pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang
merdeka untuk melaksanakan penyelenggaraan peradilan sebagai pendukung untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketuhan yang maha esa dan berdasarkan
pancasila. Berdasarkan hal diatas hakim pada badan peradilan diberikan kebebasan untuk
menjatuhkan putusan diwilayah pengadilan tempat ia bertugas dalam mengadili perkara
pidana. Terkait dengan Hakim bebas menjatuhkan putusan, maka dalam hal ini hakim harus
memiliki pertimbanganyang menjadi dasar dari penjatuhan putusan pengadilan.
Pertimbangan hakim atau yang sering disebut dengan “ratio decidendi” adalah suatu
pertimbangan hukum yang berisikan alasan-alasan hukum yang didapat dari fakta-fakta di
persidangan.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada
orientasi hukum yang benar. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari 2 yaitu:
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis
Maksud dari pertimbangan hakim bersifat yuridis ialah pertimbangan yang
didapatkan oleh hakim dari persidangan, dan dalam Undang-Undang diwajibkan untuk
dimuat dalam putusan pengadilan. Hal-hal yang yang didapat dalam persidangan dan
ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu antara lain dakwaan dari penuntut umum,
tuntutan pidana (biasanya memuat tentang jenis dan beratnya pidana dakwaan kepada
terdakwa), keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang dan alat bukti serta Pasal
dan peraturan lainnya.
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis
Maksud dari pertimbangan hakim bersifat non yuridis ialah pertimbangan
yang didapatkan oleh hakim harus didasarkan pada aspek sosiologis, psikologis,
kriminologis, filosofis. Terhadap aspek tersebut maka penjatuhan putusan hakim telah

sesuai karena dengan pertimbangan hakim bersifat yuridis saja tidaklah cukup.
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2.3.2 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim
Putusan hakim merupakan bentuk pernyataan hakim yang diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau putusan bebas dan
lepas dari segala bentuk tuntutan hukum menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang,
hal ini tercantum didalam Pasal 1 angka 11 KUHAP. Putusan hakim merupakan penentu
akhir dari sebuah perkara pidana yang ada di persidangan.Terdapat 3 jenis putusan dalam
hukum pidana yaitu sebagai berikut:

1. Putusan bebas, ialah bentuk putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bebas
dari segala tuntutan hukum ini dikarenakan terhadap apa yang di dakwakan tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan
seperti yang telah didakwakan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan Lepas, ialah bentuk putusan hakim yang menyatakan bahwa terhadap
perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, namun hakim mengatakan dalam
pandangannya bahwa hal tersebut bukan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam
Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3. Putusan pemidanaan, ialah bentuk putusan hakim yang menyatakan bahwa dalam hal
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti
melanggar Undang-Undang sehingga terdakwa dalam hal ini harus dijatuhi hukuman
pidana dan harus menjalani hukuman tersebut sesuai dengan ancaman yang terdapat

dalam Pasal Undang-Undang yang dilanggar.

2.3.3. Syarat-Syarat Putusan Hakim

Secara umum, ketika seseorang berperkara maka yang menjadi penentu seseorang
tersebut dipidana atau lepas atau bebas ialah dari putusan hakim. Putusan Hakim adalah
suatu ucapan sah terhadap keadaan seseorang yang terlibat dalam perkara pidana yang
disidang dalam wilayah pengadilan negeri yang memuat suatu penetapan dan harus
dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahannya. Putusan Hakim biasanya
harus diucapkan dimuka sidang yang persidangannya terbuka untuk umum dan wajib
dihadiri dan didengar oleh terdakwa (Pasal 195 KUHAP) karena hal tersebut menyangkut
syarat sahnya putusan. Dalam Pasal 195 KUHAP terdapat 11 point penting dan apabila
tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka mengakibatkan batal demi hukum. Majelis

hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan
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maka perlu memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu supaya putusan tersebut menjadi sah
dimata hukum. Pengaturan lebih lanjut terkait syarat putusan hakim ialah terdapat dalam
Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

1. Putusan harus di dengar oleh terdakwa yang berperkara;

2. Dalam hal terdakwa lebih dari satu maka putusan dapat diucapkan dengan hadirnya

beberapa terdakwa saja;
3. Ketika terdakwa tidak hadir maka pembacaan putusan harus di tunda;
4. Sesudah putusan di ucapkan maka hakim ketua sidang harus memberitahukan kepada

terdakwa.
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BAB 4
PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi pemisahan berkas
perkara (Splitsing) dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Putusan Nomor
105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk) maka dari keseluruhan yang ditulis dalam bahasan ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan
pengadilan Negeri Demak Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tidak sesuai dengan
Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) maupun dengan syarat
lainnya. Pasal 142 KUHAP memiliki 3 Unsur yaitu terhadap satu berkas yang
didalamnya memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan
bukan termasuk dalam lingkup Pasal 141 KUHAP sedangkan didalam Dakwaan jelas
terbukti bahwa perbuatan terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana yaitu tindak
pidana kekerasaan dengan cara melakukan pembacokan kepada korban Ari
Anjasmoro, dan kejahatan tersebut juga dilakukan pada waktu tempat yang
bersamaan. Ketika lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang
bersamaan seperti yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Sudirman alias Gembrik bin
Sumardi tentu memenuhi unsur dari Pasal 141 dan menjadikan gugurnya pemisahan
berkas perkara. Selain itu terkait dengan alat bukti sejatinya telah memiliki cukup alat
bukti serta pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam putusan pengadilan Nomor
105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk juga menimbulkan pertentangan dengan asas peradilan
cepat, Asas praduga tak bersalah serta nonself incrimination dimana ketiga asas ini
merupakan asas penting yang menjadi acuan dalam sistem peradilan pidana dan tentu
ketika hal tersebut dilakukan akan menimbulkan ketidakleluasaan dan juga beban bagi
setiap terdakwa yang menjadi saksi di persidangan terdakwa lainnya.

2. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang
menyatakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak “membiarkan melakukan kekerasaan yang mengakibatkan luka
berat” hanya terbukti “melakukan” tindak pidana penganiayaan pembacokan terhadap
korban dan tidak ada unsur membiarkan hal ini terbukti ketika melihat uraian kasus

posisi pada surat dakwaan. Pada surat dakwaan dikatakan bahwa terdakwa melakukan
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pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa sabit dan melakukan
pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu pada saat pemeriksaan ditemukan bukti
bahwa korban memang ikut melakukan pembacokan dan berdasarkan definisi

“melakukan” memiliki kesesuaian terhadap perbuatan pelaku. seseorang.

b. Saran

Pada sebuah penulisan tentu haruslah menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai
rujukan dimasa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh
penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang
dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing)
perlu melakukan pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Jaksa Penuntut
Umum juga harus menuliskan secara rinci, cermat, teliti dan jelas jika memang ingin
melakukan pemisahan berkas perkara didalam surat dakwaan sehingga terdapat
kejelasan tentang peran dari masing-masing terdakwa. Adanya kelengkapan kasus
posisi dalam surat dakwaan adalah dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Pasal 142
KUHAP secara jelas dijadikan dasar pedoman Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan
pemisahan berkas perkara namun Pasal 142 sendiri memiliki kekurangan tentang tidak
adanya mekanisme atau tata cara dalam melakukan pemisahan berkas perkara sehingga
terkadang hal tersebut mengakibatkan timbulnya masalah. Diharapkan dengan adanya
pemisahan berkas perkara maka harus dibarengi dengan sistem pengaturan yang jelas
dan tegas mengatur tentang bagaimana mekanisme dari pemisahan berkas perkara itu
sendiri sehingga nantinya tidak terjadinya pelanggaran hak-hak terdakwa selama
proses persidangan.

2. Pada masa sekarang semakin tahun ketahun Indonesia semakin sarat dengan
pertimbangan hakim sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga peradilan. Majelis hakim harus bisa melakukan pertimbangan
hukum secara lengkap dan detail dengan menjabarkan unsur Pasal yang kemudian
dibenturkan dengan perbuatan terdakwa yang benar-benar telah terbukti di
persidangan, sehingga dalam hal ini hakim dapat bertanggung jawab dan bersikap adil
dalam memutus suatu perkara, agar kedepannya tidak ada masalah terhadap putusan

dan tetap menjamin hak asasi dari terdakwa.
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